
SALINAN 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 

NOMOR 63 TAHUN 2025      

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA 
NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN MUSEUM 
DAN GEDUNG SENI BUDAYA PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN 

DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, 
Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota 
Surabaya serta memperhatikan hasil rekomendasi 
Gubernur Jawa Timur berdasarkan nomor 
061/27050/031.1/2021 tanggal 5 November 2021 hal 
Perubahan Nomenklatur UPTD, telah ditetapkan Peraturan 
Wali Kota Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya pada Dinas 
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata 
Kota Surabaya; 

b. bahwa dalam rangka penambahan wilayah kerja, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 128 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pengelolaan Museum dan Gedung Seni
Budaya pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah
Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor
128 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan
Museum dan Gedung Seni Budaya pada Dinas
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata
Kota Surabaya.

WALI KOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya 
Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah     diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun   2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah     Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara      
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan           
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,    Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041);  

 
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik   Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);  
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 1114); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 

15. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah 
Raga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2021 Nomor 85); 

16. Peraturan Wali Kota Nomor 128 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Pengelolaan Museum dan Gedung Seni 
Budaya pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah 
Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya. 
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MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 128 TAHUN 2021 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN 
MUSEUM DAN GEDUNG SENI BUDAYA PADA DINAS 
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA 
PARIWISATA KOTA SURABAYA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya 
Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya pada 
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta 
Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2021 Nomor 128) diubah, sebagai berikut: 
 
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Museum dan 
Gedung Seni Budaya Tipe B pada Dinas Kebudayaan, 
Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota 
Surabaya. 

(2) Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : 

a. Balai Pemuda; 

b. Gedung Nasional Indonesia;  

c. Museum dr. Soetomo; 

d. Museum Tugu Pahlawan; 

e. Taman Hiburan Rakyat; 

f. Museum 10 Nopember; 

g. Museum Surabaya; 

h. Museum HOS Tjokroaminoto; 
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i. Museum WR Soepratman; 

j. Museum Pendidikan; 

k. Museum Olahraga; 

l. Rumah Lahir Bung Karno; dan 

m. Surabaya Expo Center. 
 

Pasal II 
 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 
 
 

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 November 2025 

 

WALI KOTA SURABAYA, 

ttd 
 

ERI CAHYADI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di ........ 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 3 November 2025 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Lilik Arijanto, ST.,MT 
Pembina Utama Muda 

 NIP 19710330 199803 1 005 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 63 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
Jaksa Utama Pratama 
NIP. 197803072005011004
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